BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 22| /2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas
Veteriner dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner
dan Dokter Hewan Berwenang, Kepala Daerah menetapkan
Pejabat Otoritas Veteriner;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6753);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5356);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Tabalong.
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Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah:

Nama » drh. SUWANDI

NIP : 19790404 200904 1 001

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner pada Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten Tabalong.

Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan
melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan
Hewan dan berwenang mengambil keputusan tertinggi yang
bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Tabalong
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA meliputi:

a. penetapan analisis risiko penyakit Hewan terhadap Hewan
dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/ kota
lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan,
bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan
antar kabupaten/kota kepada Bupati;

c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah
dalam wilayah Kabupaten Tabalong;

d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak
sosio ekonomi tinggi bagi wilayah Kabupaten Tabalong dan
rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah
kepada Bupati Tabalong;

e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan
rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah
akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten kepada
Bupati; dan

f. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/ atau
produk hewan dari Kabupaten Tabalong.

Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tabalong.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 03 iy 2020

%‘BUP 1T ALONGZ

ANANG SYAKHFIANI /{,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian di Jakarta.




-4-

. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
di Tanjung.
S. Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tabalong di Tanjung.
6. Yang bersangkutan.
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